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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah 

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah 

Menurut  Permendagri No.32 Tahun 2008, dalam upaya peningkatan PAD, 

agar tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. 

Upaya tersebut dapat ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur 

administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketaatan wajib 

pajak dan pembayaran retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan 

pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, 

kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan. 

Pendapatan Daerah adalah hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan  

pemerintah daerah  yang dapat  dinilai  dengan  uang termasuk didalamnya segala 

bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (PP 

RI No. 58 Tahun 2005).  

2.1.1.2 Tujuan Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan 

kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai atau membiayai pelaksanaan  otonomi  

daerah sesuai dengan potensi yang ada di daerah atau penyerahan wewenang 

Pemerintahan Pusat kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus    

urusan pemerintahan daerah sendiri dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah  

otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas 

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat (5)  tentang   Perimbangan   Keuangan   antara 
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Pemerintah   Pusat   dan  Pemerintah Daerah). 

2.1.1.3 Dasar Hukum Pendapatan Asli Daerah 

 Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Undang-Undang 

No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintah Daerah. Pengertian Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam Pasal 1 

Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah  Daerah,  yaitu  Pendapatan  Asli  Daerah,  

selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut 

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

 

2.1.1.4 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah 

1. Pajak Daerah 

Hasil pajak daerah yaitu pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan  

oleh daerah untuk pembiayaan  rumah tangganya  sebagai badan hukum  publik.  

Pajak  daerah  sebagai  pungutan  yang dilakukan  pemerintah daerah yang hasilnya 

digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan 

sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan. 

Kewenangan pemungutan pajak daerah merupakan kewenangan yang 

dimiliki dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, pajak daerah yang baik 

merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan kepada daerah  

dalam  rangka  pembiayaan   desentralisasi.   Untuk  itu,  pemerintah daerah  dalam  

melakukan  pungutan  pajak  harus tetap menempatkan  sesuai dengan fungsinya. 

Dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan 

bahwa pajak daerah yang selanjutnya disebut sebagai pajak, adalah iuran wajib yang 

dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, 

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan 

pembangunan daerah. Pajak daerah untuk masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dari 

pos PAD dalam Laporan Realisasi APBD.  
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Dari definisi mengenai pajak daerah, maka ciri-ciri dan unsur-unsur pajak 

daerah yaitu: 

1. Pajak dipungut dengan paksaaan atas dasar undang-undang. 

2. Pembayaran pajak tidak ada kontrarestasi secara langsung. 

3. Pajak dipungut oleh pemerintah daerah. 

4. Pajak diperuntukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut sugianto (2007) “ Pajak yang di pungut oleh Daerah berdasarkan 

peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepetingan pembiayaan rumah 

tangga pemerintah Daerah ialah sebagai berikut : 

1. Pajak daerah dipungut oleh daerah berdasarkan kekuatan peraturan 

Daerah, sifat pemungutannya dapat dipaksakan kepada masyarakat yang 

membayar,  dan terbatas dalam wilayah administratif yang dikuasai. 

2. Hasil pemungutan pajak daerah dipergunakan untuk membiayai rumah 

tangga daerah atau untuk membiayai pengeluaran daerah. 

Menurut Waluyo (2010;11) “Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh 

pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah”. Kriteria 

Pajak Daerah yang ditetapkan oleh Undang-undang bagi Kabupaten atau Kota: 

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi. Maksudnya adalah pajak yang 

ditetapkan harus sesuai dengan pengertian yang ditentukan dalam defenisi 

pajak daerah. 

2. Objek pajak  terletak  atau  terdapat di  wilayah  daerah  Kabupaten/Kota 

yang bersangkutan  dan  mempunyai  mobilitas  yang  cukup  rendah  

serta  hanya melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan. 

3. Objek  dan  dasar  pengenaan  pajak  tidak  bertentangan  dengan  

kepentingan umum, maksudnya adalah bahwa pajak tersebut dimaksud 

untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan 

masyarakat dengan memperhatikan ketentraman, kestabilan politik, 

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. 

4. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan objek pajak pusat. 

5. Potensinya memadai. Maksudnya adalah bahwa hasil pajak cukup besar 

sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dan laju pertumbuhannya, 



9 
 

diperkirakan sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi. 

6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif. Maksudnya adalah 

bahwa pajak tersebut tidak mengganggu alokasi sumber-sumber ekonomi 

efisien dan tidak merintangi arus  sumber daya  ekonomi antar daerah 

maupun kegiatan imfort. 

7. Memperhatikan aspek  keadilan  dan  kemampuan masyarakat. Kriteria  

aspek keadilan antara lain objek dan subjek harus jelas sehingga dapat 

diawasi pemungutannya. 

8. Menjaga kelestarian lingkungan. Maksudnya adalah pajak harus bersifat 

netral terhadap lingkungan, yang berarti bahwa pengenaan pajak tidak 

memberikan peluang kepada pemerintah daerah dan masyarakat untuk 

merusak lingkungan yang akan menjadi beban bagi pemerintah daerah dan 

masyarakat. 

Pajak Daerah harus memiliki beberapa persyaratan antara lain: 
 

1. Tidak  boleh  bertentangan atau  harus searah  dengan kebijaksanaan 

pemerintah pusat. 

2. Pajak daerah harus sederhana dan tidak terlalu banyak jenisnya. 

3. Biaya administrasi harus rendah. 

4. Tidak  mencampuri  sitem  perpajakan  pusat  maupun  peraturan-

peraturan  yang ditetapkan oleh daerah serta dapat dipaksakan. 

Dengan demikian, penerimaan pajak harus dilakukan secara efektif agar 

penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan pemerintah daerah dapat 

terlaksana dengan baik. Pajak daerah dikatakan efektif jika: 

1. Memenuhi kriteria adil 

2. Dapat mendorong tindakan ekonomi 

3. Mampu menstabilkan tingkat kenaikan harga 

4. Dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat 

5. Biaya untuk administrasi ringan dan terjangkau oleh lapisan masyarakat 
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2. Retribusi Daerah 

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi 

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh 

pekerjaan,   usaha  atau  milik  pemerintah   daerah  bersangkutan.   Retribusi 

daerah  mempunyai  sifat-sifat  yaitu pelaksanaannya  bersifat  ekonomis,  ada 

imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratan formil dan 

materil,   tetapi   ada   alternatif   untuk   mau   tidak   membayar,   merupakan 

pungutan yang sifatnya budgetairnya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu. 

Retribusi daerah adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah 

untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat. Objek Retribusi terdiri atas: 

a. Jasa umum,yaitu merupakan pelayanan yang disediakan atau yang 

diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan 

umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. 

b. Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah 

daerah dengan menganut prinsip komersial. 

c. Perizinan  tertentu,  yaitu  pelayanan  perizinan  tertentu  oleh  pemerintah  

daerah kepada   orang   pribadi   atau   badan   yang   dimaksud   untuk   

pengaturan   dan pengawasan atas  kegiatan pemanfaatan ruang, 

penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas 

tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

Subjek Retribusi Daerah adalah sebagai berikut : 

1. Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. 

2. Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. 

3. Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang 

memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. 
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Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah: 

Pemungutan retribusi daerah tidak dapat diborongkan, artinya seluruh proses 

kegiatan pemungutan retribusi daerah tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. 

Namun, dalam pengertian ini tidak berarti bahwa pemerintah daerah tidak boleh 

bekerja  sama  dengan  pihak  ketiga.  Dengan  sangat  selektif  dalam  pemungutan 

retribusi, pemerintah dapat bekerja sama dengan badan-badan tertentu yang karena 

profesionalismenya  layak   dipercaya  untuk   ikut   melaksanakan  sebagian   tugas 

pemungutan jenis retribusi tertentu secar lebih efisien. Kegiatan pemungutan retribusi 

yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan perhitungan 

besarnya retribusi yang terutang, pengawasan penyetoran retribusi, dan penagihan 

retribusi. 

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah 

(SKRD)  atau  dokumen  lain  yang  dipersamakan.  SKRD  adalah  surat  ketetapan 

retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang 

dipersamakan antara lain, berupa karcis masuk, kupon dan kartu langganan. Jika 

wajib retribusi tertentu tidak membayar retribusi tepat pada waktunya atau kurang 

membayar, ia dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar dua persen setiap 

bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan 

menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD). 

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan 

Hasil perusahaan  milik daerah dan hasil pengelolaan  kekayaan  daerah 

yang  dipisahkan.  Hasil  perusahaan  milik  daerah  merupakan  pendapatan daerah  

merupakan  pendapatan  daerah  dari  keuntungan  bersih  perusahaan daerah yang 

berupa dana pembangunan  daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah 

yang disetor kekas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan 

motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu 

kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan  daerah,  memberi  

jasa,menyelenggarakan   kemanfaatan  umum, dan mengembangkan perekonomian 

daerah. 
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4. Pendapatan Asli Daerah Lain-lain Yang Sah 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan yang 

tidak termasuk dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan dinas-

dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat pembuka bagi pemerintah 

daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi  dalam  

kegiatan  tersebut  bertujuan  untuk  menunjang,  melapangkan, atau memantapkan 

suatu kebijakan daerah disuatu bidang tertentu. 

 

2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU) 

Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah menyebutkan bahwa : 

Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disebut DAU adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan 

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan 

daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

 

Menurut Badrudin (2012:54) dalam bukunya yang berjudul Ekonomika 

Otonomi Daerah mendefinisikan bahwa: 

Dana alokasi umum pada kelompok dana perimbangan adalah dana yang 

bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan 

kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka 

pelaksanaan desentralisasi. Dana alokasi umum untuk suatu daerah dialokasikan atas 

dasar celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kebutuhan fiskal dikurangi 

dengan kapasitas fiskal daerah, alokasi dasar dihitung berdasarkan jumlah gaji 

Pegawai Negeri Sipil Daerah. 

 

Daerah yang memiliki nilai celah fiskal sama dengan nol menerima Dana 

Alokasi umum sebesar alokasi dasar. Daerah yang memiliki nilai celah fiskal negatif 

dan nilai negative tersebut lebih kecil dari alokasi dasar menerima dana alokasi umum 

sebesar alokasi dasar setelah dikurangi nilai celah fiskal. Daerah yang  memiliki nilai 

celah fiskal negatif dan nilai negatif tersebut sama atau lebih besar dari alokasi dasar 

tidak menerima dana alokasi umum (Badrudin 2012:55). 
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Menurut Abdul Halim (2014:17) tentang akuntansi keuangan daerah 

menjelaskan bahwa: 

Dana Alokasi Umum adalah transfer dana yang bersifat”bock grant”, sehingga 

pemerintah daerah mempuunyai keleluasaan di dalam penggunaan Dana 

Alokasi Umum sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masing-masing daerah. 

Tujuan Dana Alokasi Umum adalah sebagai pemerataan kemampuan 

keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah Otonom dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi. 

 

 Adapun cara menghitung Dana Alokasi Umum menurut Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menjelaskan bahwa: 

a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua 

puluh enam persen) dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan 

dalam APBN. 

b. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk daerah provinsi dan untuk 

kabupaten/kota ditetapkan masing-masing 10% (sepuluh persen) dan 90% 

(Sembilan puluh persen) dari Dana Alokasi Umum sebagimana ditetapkan 

diatas. 

c. Dana Alokasi Umum (DAU) untuk suatu Kabupaten/Kota tertentu 

ditetapkan berdasarkan perkalian jumlah Dana Alokasi Umum untuk 

Kabupaten/Kota yang ditetapkan APBN dengan porsi Kabupaten/Kota yang 

bersangkutan. 

 

2.1.3 Belanja Daerah 

 Pengertian Belanja menurut PSAP No.2, (Erlina, 2008) adalah “Semua 

pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo 

Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan 

diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah 

didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang 

nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, 

karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. 

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), oganisasi dan 

fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokkan belanja yang didasarkan pada 
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jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Klasifikasi belanja menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah 

untuk tujuan pelaporan keuangan menjadi: 

1. Belanja Operasi 

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari 

pemerintah pusat / daerah yang member manfaat jangka pendek. Belanja 

Operasi meliputi: 

1) Belanja Pegawai, 

2) Belanja Barang, 

3) Subsidi, 

4) Hibah, 

5) Bantuan Sosial. 

2. Belanja Modal 

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap 

berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset 

tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangunan aset ditambah 

seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai 

aset tersebut siap digunakan. Belanja Modal meliputi: 

1) Belanja Modal Tanah, 

2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin, 

3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan, 

4) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan, 

5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, 

6) Belanja Aset Lainnya. 

3. Belanja Lain-Lain/Belanja Tidak Terduga. 

 Belanja lain-lain atau belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk 

kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti 

penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga 

lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan 

pemerintah pusat/daerah. 
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4. Belanja Transfer. Belanja Transfer. Belanja Transfer adalah pengeluaran 

anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang 

lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah provinsi 

ke kabupaten /kota serta dana bagi hasil dari kabupaten/kota ke desa. 

 

Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah 

yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun 

anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Berdasarkan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang belanja 

dikelompokkan menjadi: 

1. Belanja Langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait 

secara langsung dengan program dan kegiatan. 

2. Belanja Tidak Langsung. Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang 

dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan 

kegiatan. 

 

2.1.3.1 Belanja Pegawai 

 Pada UU Nomor 45 tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara, menjelaskan bahwa : 

“Belanja Pegawai adalah belanja pemerintah yang digunakan untuk 

membiayai kompensasi dalam bentuk uang ataupun barang yang diberikan 

kepada pegawai pemerintah yang bertugas sebagai imbalan atas pekerjaan 

yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan 

pembentukan modal”. 

Menurut Sri Lestari (2011:4) : 

“Belanja pegawai yaitu mencakup seluruh pengeluaran negara yang 

digunakan untuk membayar gaji pegawai, termasuk berbagai tunjangan yang 

menjadi haknya, membayar honorarium, lembur, vakasi, tunjangan khusus 

dan belanja pegawai transito, pensiun serta asuransi kesehatan”. 

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara/lembaga, Belanja Pegawai adalah 

belanja  kompensasi  baik  dalam  bentuk uang maupun barang yang ditetapkan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pegawai 

pemerintah,  pegawai  negeri  sipil  (PNS), dan   pegawai   yang   dipekerjakan   
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yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, 

kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Termasuk dalam 

kelompok belanja pegawai ini adalah pengeluaran-pengeluaran untuk gaji dan 

tunjangan-tunjangan, uang makan, lembur, honorarium dan vakasi. Gaji dan 

tunjangan adalah   pengeluaran   untuk   kompensasi yang harus dibayarkan kepada 

pegawai pemerintah berupa gaji pokok dan berbagai tunjangan yang diterima 

berkaitan dengan jenis dan sifat pekerjaan yang dilakukan (tunjangan istri/suami, 

tunjangan anak, tunjangan jabatan/yang dipersembahkan dengan tunjangan jabatan, 

tunjangan kompensasi kerja, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan beras, 

tunjangan pajak penghasilan, tunjangan pengabdian wilayah terpencil, dan tunjangan 

umum) baik dalam bentuk uang maupun barang. 

2.1.3.2 Belanja Barang dan Jasa 

 Belanja Barang dan Jasa adalah Pengeluaran pembelian/pengadaan barang 

yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dan/atau pemakaian jasa dalam 

melaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah. Menurut Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran, Belanja Barang 

adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk 

memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan 

serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada 

masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Belanja 

barang dan jasa tentunya sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pelayanan pada 

masyarakat. Ketika belanja barang dan jasa dipenuhi, para pegawai pemda dapat 

dengan cepat melakukan tindakan untuk melakukan pelayanan publik. Dengan 

lancarnya pelayanan publik maka diharapkan dapat menaikan PAD. 

Belanja barang dipergunakan untuk: 

1. Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang 

habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar 

suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. 

2. Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa 

yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu 

satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. 
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2.1.3.3 Belanja Modal 

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, “Belanja Modal merupakan belanja 

Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan 

menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang 

bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. 

Belanja modal digunakan untuk memperoleh aset tetap pemerintah daerah seperti 

peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Cara mendapatkan belanja modal 

dengan membeli melalui proses lelang atau tender.” 

Menurut Halim (2004:73), “Belanja modal merupakan belanja Pemerintah 

Daerah yang manfaatnya melebih satu tahun anggaran dan akan menambah asset 

atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin 

seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja 

modal dapat juga disimpulkan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang sifatnya menambah asset tetap/inventaris yang 

memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi”.  

 

Dewi (2006) dan Syaiful (2008) mengutarakan bahwa “Belanja modal adalah 

pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya 

menambah aset tetap / inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi,termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang 

sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat, meningkatkan kapasitas dan 

kualitas aset”. 

“Belanja Modal merupakan Belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya 

melebihi 1  tahun  anggaran dan  akan  menambah aset  atau  kekayaan daerah  dan 

selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan 

pada kelompok belanja administrasi umum” (Halim,  2004). Belanja modal  untuk 

masing-masing Kab/Kota dapat dilihat dalam Laporan Realisasi APBD. 

“Belanja Modal adalah belanja yang dilakukan pemerintah yang 

menghasilkan aktiva tetap tertentu” (Nordiawan,2006). Belanja modal dimaksudkan 

untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, 

infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh 

aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap 

lainnya, atau juga dengan membeli. 

Kategori belanja modal menurut Ghozali (2008) adalah sebagai berikut: 

1. Pengeluaran mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya 

yang dengan demikian menambah aset Pemda 

2. Pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau 

aset lainnya yang telah ditetapkan oleh Pemda 

3. Perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual 
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Belanja Modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka 

pembentukan modal yang Sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan 

manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran 

untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan  atau  menambah  masa  

manfaat, meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. 

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), pengertian belanja modal 

adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya 

menambah aset tetap/ inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode 

akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang 

sifatnya  mempertahankan  atau   menambah  masa  manfaat,  serta  meningkatkan 

kapasitas dan kualitas aset. Jenis-jenis Belanja Modal : 

a. Belanja Modal Tanah 

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian,  balik  nama  dan  sewa  

tanah, pengosongan, pengurungan, peralatan, pematangan tanah, pembuatan 

sertipikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas 

tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan 

kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan 

manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin 

dimaksud dalam kondisi siap pakai. 

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk 

pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan 

gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan 

bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. 
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d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan adalah pengeluaran/biaya yang 

digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan 

pembangunan pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk 

perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan irigasi dan jaringan yang 

menambah kapasitas sampai jalan irigasi dan jaringan dimaksudkan dalam 

kondisi siap pakai. 

e. Belanja Modal Fisik lainnya 

Belanja Modal Fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk 

pengadaan/penambahan/penggantian/peningkatan/pembangunan/ pembuatan 

serta perawatan terhadap Fisik lainnya yang tidak dapat dikatagorikan 

kedalam kriteria 

Belanja modal tanah, peralata dan mesin, gedung dan bangunan, dan jalan 

irigasi dan jaringan, termasuk dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa 

beli, pembelian barang-barang kesenian, barang peurbakala dan barang untuk 

museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku, dan jurnal ilmiah. 

 

2.2 Penelitian Terdahulu 

 Berikut ini merupakan tabel mengenai ringkasan penelitian terdahulu: 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No. Nama dan Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1 Andria Zulfa 

(2014) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah  (PAD) dan 

Dana Alokasi  

Umum (DAU) 

Terhadap Alokasi 

Belanja Daerah   

Di Kabupaten Aceh 

Utara 

 

 

 

 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

pendapatan asli 

daerah berpengaruh 

positif dan signifikan 

pada belanja daerah.  

Sedangkan dana 

alokasi umum tidak 

berdampak 

signifikan 

 

. 

Independen: 

Dana Alokasi Umum, 

Pendapatan Asli Daerah 

Dependen: 

Belanja Daerah 
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No. Nama dan Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

2 Kiki Ninda 

Apriliawati (2016) 

Pengaruh PAD dan 

DAU Terhadap 

Belanja Daerah 

Pada 

Kabupaten/Kota 

Jawa Timur 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

seluruh variabel 

independen 

berpengaruh positif 

terhadap belanja 

daerah parsial 

maupun simultan 

Independen: 

pendapatan asli daerah, 

dana alokasi umum. 

Dependen: 

Belanja Daerah 

 

3 Junaidi dkk (2014) 

Pengaruh 

Pendapatan Asli 

Daerah, Dana 

Alokasi Umum dan 

Jumlah Penduduk 

terhadap Belanja 

Daerah 

Kabupaten/Kota di 

Provinsi Jambi 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

seluruh variabel 

independen 

berpengaruh positif 

terhadap belanja 

daerah parsial 

maupun simultan. 

Independen: 

Pendapatan asli daerah 

dana alokasi umum  

Dependen: 

Belanja Daerah 

Independen: 

Jumlah Penduduk 

4 Jolianis  (2014) 

Pengaruh Dana 

Alokasi Umum 

(DAU) dan 

Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) 

Terhadap Belanja 

Daerah Pada 

Kabupaten/Kota Di 

Provinsi Sumatera 

Barat 

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

seluruh variabel 

independen 

berpengaruh positif 

terhadap belanja 

daerah parsial 

maupun simultan. 

Independen: 

pendapatan asli daerah, 

dana alokasi umum. 

Dependen: 

Belanja Daerah 

 

Sumber: Diolah Peneliti (2017) 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 Berdasarkan uraian dari tinjauan pustaka diatas, maka kerangka pemikiran 

dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 

 

     H1 

 

     H2 

 

 

     H3 

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran 

 

 Berdasarkan Gambar kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa 

variabel independen yaitu PAD dan DAU mempengaruhi variabel dependen yaitu 

Belanja Daerah baik secara parsial atau simultan. 

 

2.4 Hipotesis 

 Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka hipotesis dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. PAD terhadap Belanja Daerah 

H1 = PAD memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah 

H0 = PAD tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja 

Daerah. 

2. DAU terhadap Belanja Daerah 

H2 = DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Daerah 

H0 = DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja 

Daerah. 

3. PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah 

H3 = PAD dan DAU memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja 

Daerah 

H0 = PAD dan DAU tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

Belanja Daerah. 

PAD 

(X1) 

DAU 

(X2) 

Belanja Daerah 

(Y) 




